
PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

KHUSUSNYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam   
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen  
Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan, sekaligus 
untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemungutan 
retribusi, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
Tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi 
Rumah Potong Hewan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara   
Republik    Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

SALINAN



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4484);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang 
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan 
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161) ;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan ;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen 
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Seri D     
Nomor 04 );
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sragen Tahun 2008 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2).

Memperhatikan : 1.

2.

3.

4.

Keputusan Menteri   Dalam  Negeri Nomor  23  
Tahun  1986 tentang Ketentuan Umum  mengenai  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah  sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri   Dalam   Negeri Nomor  4  Tahun 
1997   tentang    Penyidik    Pegawai   Negeri   Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 
1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan 
Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi 
Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 
1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi 
Daerah Tingkat I dan     Tingkat II



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  SRAGEN 
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG   RETRIBUSI JASA USAHA 
KHUSUSNYA RETRIBUSI   RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
Khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 1-6-2012

BUPATI  SRAGEN

ttd
AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 1-6-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

       ttd
ENDANG HANDAYANI
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012
NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI WANTORO, SH., M.Hum
            Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010





PERATURAN BUPATI SRAGEN


NOMOR 23 TAHUN 2012


TENTANG


PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

KHUSUSNYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SRAGEN,

		Menimbang



Mengingat

		:

:




		a.


b.

1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.


8.


9.

10.

11.


12.

13.


14.

15.


16.


17.

18.


19.


20.


 21.


 22.



		 bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam   pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen  Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan, sekaligus untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemungutan retribusi, perlu mengatur petunjuk  pelaksanaannya;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara   Republik    Indonesia Tahun 1945;


Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);


Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;


Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;


Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Seri D      Nomor  04 );


Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);


Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);


Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2).





		Memperhatikan

		:

		1.


2.


3.


4.

		Keputusan Menteri   Dalam  
Negeri Nomor  23  Tahun  1986 tentang Ketentuan Umum  mengenai  Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah  sebagaimana telah diubah dengan  Keputusan Menteri   Dalam   Negeri Nomor  4  Tahun 1997   tentang    Penyidik    Pegawai   Negeri   Sipil  di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;


Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah ;


Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan     Tingkat II





MEMUTUSKAN :

		Menetapkan

		:

		PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG   RETRIBUSI JASA USAHA KHUSUSNYA RETRIBUSI   RUMAH POTONG HEWAN





Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.


Ditetapkan di Sragen


Pada tanggal 1-6-2012


BUPATI  SRAGEN


ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen


Pada tanggal 1-6-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN


ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,



       ttd

ENDANG HANDAYANI


BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012


NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


KEPALA BAGIAN HUKUM
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JULI WANTORO, SH., M.Hum


            Pembina Tk. I


NIP. 19660706 199203 1 010

SALINAN











